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ABSTRAK

Penelitian dengan judul “ Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak
Pidana lllegal Logging” dengan pendekatan yuridis normatif yang dilengkapi
dengan studi kasus, hal ini dimaksudkan untuk 1. mengetahui dan menganalisis
kebijakan formulasi tindak pidana illegal logging dan penerapan sanksinya yang
berlaku sekarang 2. memberikan kontribusi sumbangan pemikiran kepada badan
legislatif dalam merumuskan undang-undang khususnya dalam permasalahan
illegal logging dan penerapan sanksi tindak pidana dimasa yang akan datang. Dari
hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Formulasi Tindak Pidana illegal logging
dan penerapan sanksinya yang berlaku sekarang.- Tindak pidana dibidang
kehutanan diatur dan dirumuskan dalam pasal 50 dan pasal 78 Undang-undang
No.41 tahun 1999, namun mengenai definisi yang dimaksudkan dengan illegal
logging tidak dirumuskan secara limitatif sehingga banyak para praktisi hukum
yang menafsirkan illegal logging sendiri-sendiri. - Subyek hukum illegal logging
menurut UU No. 18 Tahun 2013 adalah orang dalam pengertian baik pribadi,
badan hukum maupun badan usaha, diatur dalam satu pasal yang sama tidak
dibedakan pasal mengenai pribadi atau korporasi sehingga korporasi dikenakan
ancaman sanksi yang sama dengan pribadi. Tentang pejabat yang mempunyai
kewenangan dalam bidang kehutanan yang berpotensi meningkatkan intensitas
kejahatan illegal logging. Belum terakomodasi dalam undang-undang ini oleh
karena itu, hal tersebut menjadi celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh
pelaku yang tidak diatur secara tegas dalam undangundang tersebut untuk lolos
dari tuntutan hukum. - Ancaman pidana yang dikenakan adalah sanksi pidana
bersifat kumulatif, pidana pokok yakni penjara dan denda, pidana tambahan
berupa perampasan hasil kejahatan dan atau alat-alat untuk melakukan kejahatan,
ganti rugi serta sanksi tata tertib. - Pidana denda untuk korporasi belum dilengkapi
dengan aturan khusus. Kebijakan aplikasi formulasi tindak pidana illegal logging
dan penerapan sanksi dirasakan tidak memenuhi aspek kepastian dan keadilan.
2. Kebijakan formulasi tindak pidana illegal logging yang akan datang diharapkan
memuat secara jelas dan lengkap mengenai 1. Definisi /l/legal Logging 2. Subyek
Hukum tindak pidana /llegal Logging (pribadi dan badan hukum atau badan usaha
atau korporasi dan pegawai negeri dirumuskan dalam pasal-pasal yang
komprehensif 3. Sanksi Pidana, hendaknya dirumuskan tidak secara kaku
kumulatif, namun lebih fleksibel dengan perumusan alternatif atau kumulatif-
alternatif.

Kata kunci : Penegakan hukum, Illegal Logging
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ABSTRACT

The study titled "Criminal Justice Policy in Crime Tackling Illegal Logging"
normative juridical approach with case studies, it is intended for the 1st determine
and analyze policy formulation illegal logging activities and the application of
current sanctions contribute 2 donation thought to the legislature in formulating
legislation, especially in the problem of illegal logging and sanction criminal acts
in the future. The results showed that: 1 Formulation Crime of illegal logging and
the application of sanctions applicable sekarang.- Offence forestry regulated and
formulated in article 50 and article 78 of Law 41 of 1999, but the definition of
what is meant by illegal logging is not formulated limitedly so many legal
practitioners interpret their own illegal logging. - The subject of illegal logging
law, according to Law No. 18 of 2013 is a good one in terms of personal,
corporation or business entity, arranged in the same chapter of the article does not
distinguish individual or corporation so that the corporation liable to the same
penalties private. Of officials who have authority in the field of forestry, which
could increase the intensity of illegal logging. Have not been accommodated in
this law, therefore, it becomes a legal loophole that can be exploited by actors
who are not expressly regulated in the law is to escape from prosecution. - The
threat of criminal sanction imposed is criminal is cumulative, the main criminal in
prison and fines, an additional form of punishment and confiscation of proceeds
of crime or the tools to do the crime, compensation and disciplinary sanctions. -
Criminal fines for corporations has not been equipped with special rules.
Application policy formulation illegal logging activities and the application does
not mcet the perceived sanction certainty and fairness aspects. 2. policy
formulation illegal logging activities is expected impending contains a clear and
complete for 2 1 Definition of Illegal Logging Law Subjects criminal offense of
Illegal Logging (personal and legal entity or business entity or corporation and
civil servants formulated within the articles are 3 comprehensive Criminal
Sanctions, should not be rigidly defined cumulative, but more flexible with"the
formulation of alternative or cumulative-alternative.

Keywords: Law enforcement, Illegal Logging
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